
 

BUPATI SITUBONDO 

PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   22   TAHUN 2014 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHUN 
2012  TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

 
Menimbang : bahwa guna penyesuaian bidang pelayanan dasar dalam 

Pedoman Percepatan Penerapan Standar pelayanan 
Minimal serta untuk melaksanakan ketentuan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, 
perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 
Kabupaten Situbondo.  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor  61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3866); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar  Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4737); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

  15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
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  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 
  17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;  
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 

tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 

Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota; 
 
 

 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang; 

  21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Per : 15/MEN/X/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 
  22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota; 
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan 

Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 
  24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian; 
  25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 
  26. Peraturan Kepala  BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Keluarga Berencana; 
  27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHUN 

2012  TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH 

KABUPATEN SITUBONDO. 
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  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 60 Tahun 2012  Tentang Pedoman Percepatan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 

Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2012 Nomor 60) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

 

  Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan 

percepatan penerapan SPM yang meliputi 15 (lima 

belas) bidang yang meliputi : 

  a. Bidang Kesehatan; 

  b. Bidang Pendidikan Dasar; 

  c. Bidang Sosial; 

  d. Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

  e. Bidang Lingkungan Hidup; 

  f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

  g. Bidang Ketenagakerjaan; 

  h. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

  i. Bidang Ketahanan Pangan; 

  j. Bidang Kesenian; 

  k. Bidang Komunikasi dan Informatika; 

  l. Bidang Penanaman Modal;  

  m. Bidang Perhubungan. 

  n. Bidang Perumahan Rakyat; dan 

  o. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 

    

  2. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan 

Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

  3. Diantara Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 1 

(satu) Ayat yakni Ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 15 

 

  (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang 

terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada 

indikator kinerja, capaian atau target kinerja, 

analisis standar belanja dan satuan harga. 
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  (1a) Penyusunan RKA-SKPD menggunakan metode 

costing SPM dengan memperhatikan capaian SPM, 

target SPM, dan kemampuan keuangan daerah. 

  
(2) RKA-SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD 

menggambarkan secara rinci dan jelas program 

dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM. 

  
  

  Pasal II 

 

  Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo.     

 

     

 

     Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 08 Juli 2014       

      

BUPATI SITUBONDO, 
 

ttd. 
 

DADANG WIGIARTO 
      

 

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 08 Juli 2014       

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd. 

 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 22  

 
SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


